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FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI INDIKASI KORUPSI  
PADA PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA DI INDONESIA 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan membuktikan apakah 
desentralisasi fiskal, kemandirian daerah, akuntabilitas dan transparansi dapat 
mempengaruhi korupsi APBD pada Kabupaten / Kota di Indonesia. Penelitian ini 
dilatar belakangi oleh temuan BPK atas pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan 
Pemerintah Daerah (LKPD)  tahun 2011 sampai 2015 bahwa terdapat 
permasalahan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang 
mengakibatkan kerugian daerah, potensi kerugian daerah dan kekurangan 
penerimaan yang ditengarai sebagai indikasi korupsi dengan jumlah kasus 
ketidakpatuhan sebanyak 15.919  dan  jumlah indikasi korupsi sebesar Rp. 14,445 
milyar.  
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif dengan hypotheses 
testing dan analisis regresi linier berganda. Populasi penelitian adalah 2.455 
LKPD tahun 2011 – 2015 yang telah diaudit oleh BPK yang berasal dari 491 
Kabupaten / Kota di Indonesia. Sampel diperoleh dengan metode purposive 
sampling dengan jumlah 2.094 LKPD yang berasal dari 480 Kabupaten / Kota di 
Indonesia. Indikasi korupsi diukur dengan temuan Badan Pemeriksa Keuangan 
atas ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang menyebabkan 
kerugian daerah, potensi kerugian daerah dan kekurangan penerimaan.  
Hasil penelitian ditemukan bahwa desentralisasi fiskal tidak berpengaruh 
terhadap indikasi korupsi. Kemandirian daerah berpengaruh positif terhadap 
indikasi korupsi. Akuntabilitas dan transparansi pemerintah berpengaruh negatif 
terhadap indikasi korupsi. Hasil penelitian ini membawa implikasi bahwa saat ini 
pemerintah daerah perlu mereevaluasi pengelolaan keuangan untuk mengurangi 
penyimpangan yang sering terjadi dengan pendekatan bottom up dengan prinsip 
efektif, efisien dan bertanggungjawab. Pengawasan internal dari pemerintah dan 
instansi terkait perlu dilakukan sebagai sarana preventif untuk mencegah, 
mendeteksi dan menangkal korupsi dengan mengembangkan sistem fraud control 
plan pada tiap pemerintah daerah. 
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INFLUENCING FACTORS ON INDICATING CORRUPTION IN LOCAL 
GOVERNMENTS OF RESIDENCIES AND CITIES IN INDONESIA 
 
The purpose of this study is to perceive and prove whether fiscal 
decentralization, regional independence, accountability and transparency can 
influence indications of corruption in Residencies/ Cities in Indonesia. This study 
is based on the findings of BPK on the examination of Local Government 
Financial Statements (LKPD) in 2011 to 2015 that there is a problem of non-
compliance with laws and regulations that resulted in regional losses, potential 
regional losses and lack of acceptance suspected as an indication of corruption 
with the number of cases of non-compliance As many as 15.919 and the number of 
indications of corruption of Rp. 14,445 billion.  
This study is based on quantitative descriptive research with hypotheses 
testing and multiple linear regression analysis. The study population is 2.455 
LKPD in 2011 - 2015 which has been audited by BPK from 491 Residencies/ 
Cities in Indonesia. The sample is obtained by purposive sampling method with 
the amount of 2.094 LKPD coming from 480 Residencies/ Cities in Indonesia. 
Indication of corruption is measured by findings of Supreme Audit Board for any 
non-compliance with laws and regulation causing regional losses and its 
potential, as well as revenue deficiency. 
The results of the study found that fiscal decentralization has no effect on 
the indication of corruption. Regional independence positively affects indications 
of corruption. Accountability and government transparency have a negative effect 
on corruption indications. They carry the implication that the current local 
governments need to re-evaluate financial management to reduce the frequent 
deviations with bottom-up approach with effective, efficient and responsible 
principles.. Internal oversight from government and related agencies needs to be 
done as a preventive tool to prevent, detect and counter corruption by developing 
a fraud control plan system for each local government 
 
Key Words: Accountability, Fiscal Decentralization, Indication of Corruption, 
Regional Independence, Transparency  
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